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KATA PENGANTAR

S
capkan Puji dan Syukur ata
uku

engan telah selesainy by
ini adalah dalam

kuliah

Dengan Mengu!
n Allah SWT, d
Hukum yang disusun i
n literatur dalam mata

kehadiras
Pengantar Tlmu
gka menambah baha

rany
pengantar limu Hukum bagi mahasiswa/l Fakultas
Hukum/Syariah, Materi Pengantar lmu Hukum ini

memang disiapkan bagi mereka yang pertama hendak
Fakultas Hukum/Syariah atau di Fakultas

belajar di
[imu Hukum tidak hanya diperlukan

Lainnya. Pengantar
bagi Fakultas Hukum/Syariah saja tetapi juga bagi
mercka yang kuliah di Fakultas lainnya-

Demikian buku ini ditulis, dengan harapan dapat

kan sekaligus bah pe tentang.

hukum yang lebih luas, baik untuk kalangan praktisi
hukum, maupun para akademisi yang sedang
‘menempuh studi hukum.

Pengantar Iimu Hukum mempunyai fungsi dan

peran yang sangat penting dalam rangka mempelajari
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ilmu hukum. Tanpa menguasai mata Kuliah

Timu Hukum terlebih dahul, merekg Pengangy
mempelajari/mendalami ilmu hukum akg, Y8 ingi
banyak kesulitan, TNehagy,

Dengan segala keterbatasan Ppenul;
is,

dalam penulisan buk ini terdapay g
ek,
Kesalahan maka penuiis berharap korekeq 5™
SUserty ki
Ylﬁk

demi perbaikan dari pembaca untuk pene,

akan datang.

Palembang,  Agustus 2019

Penulis,

Cholidah Utama MZ, S,y H
M Hyy,

Thitan
Van,
g
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BAB I
PENGANTAR ILMU HUKUM

L PERISTILAHAN

Istlah Pengantar Timu Hukum ini pertama Kali dipakai
pada perguruan tinggi Gajah Mada, yang didiikan pada tahun
1946. Istlah P.LH ini scbenamya bukan asli Bahasa Indonesia
melainkan hasil daripada nasionalisasi dari stilah Babasa Belanda
yaita : Inleiding tot de rectswetenschap, dipergunakan sejak
berdiringa Rechis Hogeschool di Jakarta pada tahun 1924, sedang
istlah Belanda yang dipergunakan pada Rechts Hogeschool
Jakarta terscbut adalah sama dengan dipergunakan pada
Perguruan Tinggi (Hukum) di neger Belanda.

Dinegeri Belanda sebelum diperkenalkannya isilah
inleiding tot de rechtswetenschap dipakai istilah Encylopacdie
der rechtswetenschap.

Istilah Belanda Encylopacdie der rechiswetenschap ini
adalah tiruan  dari istilah Jenman  Enzyklopacdie  der

Rechtswisenscharf.

1L PERINCIAN MAKNA ISTILAH P.]

Istilah Pengantar Himu Hukum ini sendir bila diperinci

lebih lanjut merangkum makna scbagai berikut:

viii
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huan, sebelum men
ngcml era"kka

anars iny?

Timu
Jlmt atau
Pc,.uenhuun ini perlu diketahui apa ar; Peng, pa
bab Fcngclﬂhuﬂﬂ perbeda dengan ilmy pen “
Sel -
Ppengetaha jalah kesan yang diperoleh dalay, “an'
rarena ,ygnggl!nﬂllﬂ panca indera atau deng lyn"
akademis Ppengetahuan ialah kesatuan antqrq oy b
biek yang diketahui, ek y,
mmgemluu dan  0bJ i Ungy e, ng
pengetahuan yang dikaitkan dengan Peﬂgcma" "Ya
rat antara lain : il

diperlukan syarat-syal
o Ingin tahu atau keinginan untuk mengetahyi

. Togsendens artinga kemampuan untuk menggy

mengandlisa gejala yang dihadapi. Yy
et Rlf Ross dan Exnest Vanden Hag limy i,
Unsur
o, Rasional (masuk akal)
b. Empiris
. Umum/menyeluruh (dapat dii oleh umum)
d. Sistematik/tersusun

Pengetahuan yang telah  memenuhi

s Persyaraty
diatas bila dikaitkan dibelakang kata ilmuy, Jadi .
jadi ilmy

pengetahuan, maka mengandung art teklnis tersendivi ygi
ity

pengetahuan yang ters:
) sustin secara_ sister
sistematis atas dg
s dasar

adalah perintah-perintah dari orang yang memili

[

rekuatan pemikiran dan dapat it (kebenarannya) oleh

umum. .
Dari rumusan pengertian ilmu pengetahuan seperti

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa imu pengetahuan ity
mengandung unsur-unsur yaitu ©

a. Pengetahuan

b. Tersusun secara sistematis

. Menggunakan fikiran (logika)

d. Dapat divji oleh umum

. Berikut defenisi hukum menurut para ahli

1) Ulterch, Hukum adalah himpunan peraturan (perintah
atau larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat
dan karena itu harus ditaati oleh masyaraka). Dengan
Kata lain bahwa Hukum adalah himpunan petunjuk dan
larangan yang harus dipatuhi yang dibuat oleh penguasa
dan siapa yang melanggar akan mendapat sanksi.!

2) Tulius Cicerco, Hukum adalah akal tertinggi yang
ditanamkam oleh alam dalam diri manusia untuk
menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak bolch
dilakukan.

3) Thomas Hobbes dalam “Leviathan™ (1651), Hukum

Soeroso, Pengantar Iimu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1993,

him. 35
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5) Moch ki
hukum
hanyd memandang itu scbagy su[

tidak

rc,-mnh( Kaidah dan asas-a -asas yang mengatur Kehig
e y

am masyarakat, tapi. harus pula e,
Cak,,

mausia dak
jtusi) dan proses yang diper),
Perlukan ungy

lembaga (insti
mewujudkan hukus
6 1CT Simorangkir, R
yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkay, ™

o

ity dalam kenyataan,

Hukum adalah peraturap.

‘manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibiiag o
badan-badan resmi yang berwajib?

Mengenai arti dan apakah yang dimaksud dengan iimy
hukum dapat diikuti pendapat berbagai pakar hukum, antarg
lain:

o Cross, memberikan defenisi bahwa Timu Hukum adalgp
segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam

segala bentuk dan manifestasinya.”

? Zainal, Pengan u - Gy
o i, Perganor o ik, P. R Grafind Pesos 2015,

n hukum dikenal dengan

i Hukum dalam perpustakaa

nama Jurisprudence yang berasal d
Prudence” berarti melihat ke

jari kata “Jus Juris"

yang artinya hukum atau hak,

depan atau mempunyai keablian, dan arti umum  dari
Jurisprudence.’

. Curzon, berpendapat bahwa “{lmu hukum adalah suatu ilmu

(ahuan yang mencakup dan membicarakan scgala hal

o

penge
yang
discbut “Jurisprudence ™

gertian Pengantar lImu Hukum disingkat P.LH

berhubungan dengan hukum dalam bahasa ingeris

Jadi peny
wdalah Mengantarkan dan memperkenalkan mengenai sendi-
sendi dasar dari hukum, scbelum orang mempelajari hukum
\cbih mendalam. Maksud dan tujuan Pengantar llmu Hukum
adalah membawa atau memperkenalkan kearah lapangan ilmu
hukum.

Peran dan Fungsi Pengantar Tlmu Hukum

2 Memberikan introduksi atau  memperkenalkan ~ segala
masalah yang berhubungan dengan hukum

b. Berusaha untuk menjclaskan tentang keadaan, inti, maksud

dan tujuan dari bagian-bagian yang penting dari pada hukum

rta, 2014, him. 12
a, Jakarta, 2007,

 Satipto, i Huka, Cita Adisa Bk,
- Soeroso, Pengantar Hait Hudkum, Sinar Grafi
him. 3
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- pagian tersebut dengap
i antara D02 Lo N il
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fukum )
pmgem.huan\ Lk, yaitu pengetahuan Yang

uk beluk daripada hukum di\lam

* dan manifestasiny?-
s gka studi  hukum, Ta'\pa

cgala bentt
" dasar dalam ran

jakan
d Mcm;‘ g 0 ok secare tuas g
emahami § .
me e dkan dapat diperoleh pengertian yang baik
scksamd

+ cabang ilmu hukum. Dengan demi,

tentang berbaga

sudeh tepatlah 2
pasis leervak” 8

pabila pengantar ilmu hukum uga

tau mata kuliah dasar dzripada
dinamakan

pelaran hukum-
. Mengkualifikasikan
pembukaan ke arah il

pelajaran,

mata Fe"dﬂhulua,,y

imu pengetahuan hukum pada.tingicy

persiapan.” -
Hakiket Daripada Pengantar lmu Hukom

engantar Iy Hukum merupekan Sttt mata Klich yang
a

menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang
ingin mempelaar ilmu hukum, yang,{emyata sangat luas
lingkupnya. Mereka tidak akan mungkin memahami dengan
baik mengenai berbagai cabang ilmu tanpa menguasai mata

Kuliah Pengantar limu Hukum terlebih dahulu

© Ibid, him. 9

b. Schagai suatu mata kulish PIH memberikan dan
menambahkan  pengertian  dasar  mengenai arti,
permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum
schingga ia menjadi mata pelajaran utama yang harus
dikvasai oleh mereka yang ingin mendalami ilmu huku.

c. PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jolas
‘mengenai sendi-sendi utama hukum iu sendii. Berbeda dengan
cabang-cabang ilmu hukum lainnya, maka PIH mempunyai cara
pendekatan tentang hukum secara umum.

d. Karena PIH merupakan mata kuliah dasar, maka bagi
mereka yang ingin mempelajari ilmu  hukum  harus
‘menguasai mata kuliah PIH lebih dahulu. Tanpa penguasaan

PIH mereka akan mendapatkan kesulitan atau kegagalan.”

111. UNSUR-UNSUR HUKUM

Untuk memahami antara ilmu ilmu hukum dengan
hukum positif yang “gegevens van het rechi”. Unsur-unsur
hukum tersebut mencakup unsur idil yang mencakup hasrat
susila dan rasio manusia, hasrat susila menghasilkan asas-asas
hukum (rechisheginzelen, misalnya : tidak ada hukuman tanpa
kesalahan), sedangkan rasio manusia menghasilkan pengertian-
pengertian hukum (rechtsbegrippen, misalnya : subjek hukum,

hak dan kewajiban, dan seterusnya).

7 satjipto, Op. Cit, him.17
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1V. DISIPLIN HUKUM

Disiplin Hukum lazimnya diartikan sebagai suatu
systen ajaran tentang hukum baik sebagai norma atau kaedah
aupun sebagai keadaan ataupun realitas social. dengan kata
Jain Disiplin Hukum adalah sistem ajaran  mengenai
kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Artinya disipilin
hukum menyoroti hukum scbagai suatu yang dicita-citakan
(das sollenfapa yang scharusnya) maupun scbagai realita atau
kenyataan (das seinfapa yang senyatanya). Contoh hukum
scbagai norma/kacdah dirumuskan dalam peraturan perundang-
undangan,  sedangkan
diwujudkan dalam perilaku/sikap tindak hukumschari-hari.

hukum sebagai realita’kenyataan
Sebagai norma/kaedah disiplin hukum bersifat preskriptif, dan
sebagai realita/kenyataan disiplin hukum bersifat deskriptif.”

Disiplin hukum terscbut  karenanya tidak hanya
mencakup ilmu-ilmu hukum, tapi juga politik hukum dan
filsafat hukum.

Ditinjau dari segi disiplin hukum, ilmu hukum
‘merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama-
sama dengan :

= Filsafat hukum, yaitu ilmu pengethuan yang mempelajari
pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang

daripada hukum

? Ibid, him. 9
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p ilmu tentang  kacdah  dan ilmy

ik mencaku !
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Oleh karend

akan bahvea sosiologi hukum antropologi hukum ¢g,
yatakan

e agian dari il tentang Kenyatagy

i huk bagai b
sikologi hukum scbag ; .
P aitu semata-mata sosiologh antropologi dan psikolog;.
saja. ¥
Sejalan dengan itu maka tak ad: .
tuk menentang atat menolak anggapan, bahwa sosiologi
untok

hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum adalaly

a alasan bagi kalangan hukum

‘merupakan ilmu-ilmu hukum (tentang) hal ini diuraikan secara

{erprincidalam buk ;perihal kacdah hukum-

Soeroso, Op. Cit, bim. 11

DISIPLIN HUKUM

Timu tentang norma dan ilmu tentang pengertian hukum
disebut dengan ilmu tentang “dogmatik hukum” ciri dogmatik

hukum adalah teoritis rasional dengan menggunakan logika
deduktif. Sedangk

an ciri ilmu tentang kenyataan hukum adalah
teoretis empiris dengan menggunakan logika indukif. Logika
deduktif adalah metode pemikiran yang bertolak dari kaidah

umum untuk menentukan kaidah khusus. Sedangkan logika
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jpu iy hukum, 0 politik hukum, dan filsafy h\lk\.
meliputi

iplin yakni suatu sistem ajaran ‘N\m

- il ang  berusaha
+ tpu Hikum addleh imu yang -
‘okum dalam segala ‘entuk dan

b. Politik hukum adalah jlmy hukum yang mempelajari
hukum untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan
olch masyarakat tertentu, Dalam hal ini merupakan
kegiatan-kegiatan mencari, memilih dan menerapkan
nilai-nilai  yang  cocok bagi

masyarakat ~ yang
bersangkutan,

c. Filsafat hukum adalah  ilmu pengetahuan

pertanyaan-pertanyaan  mendasar

yang
mempelajari

dari
hukum atau ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari

hakikat hukum. Dikemukakan dalam ilmu ini tentang
dasar-dasar kekuatan mengikat dari hukum.

3. Hukum sebagai kaedah yakni pedoman atau patokan sikap
tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.

4. Hukun sebagai tata hukum yakni struktur dan proses
perangkat kaedah-kacdah hukum yang berlaku pada suatu
waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Tata
hukum biasanya juga disebut hukum positif atau Jus
Constitutum. Hukum ini-diwujudkan dengan peraturan-
peraturan  yang

saling  berhubungan dan  saling

I

W gidan, Ranghuman Inisari Timu Hudkum, Citra Aditya By
Joarta, 2011, Bim. 3

tata hukum meliputi perbuatan apa yang
boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidzk bolch
dilakukan. Juga mengenai apakah hak, kewajiban dan
wewenang. Kalau kita bicara tentang tata hukum Indonesia

berarti mengenai hukum yang berlaku di Indonesia. Tata

3
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Saxon akan menekankan huku
sebagai rangkaian keputusan-

hakim). Apabilah perbedaan

m scbagai proses, oleh karena

hukum terutama  dilihatnya
(yaitu

keputusan  penguasa
a diperhatikan dan dipakai sebagai

pengertian tersebut senantias

maupun

pedoman,  maka
n dapat dihindari di dalam studi

sebanyak mungkin akai
terhadap hukum, termasuk pula pencrapannya.

2
12 Sacroso, 0p. Cit, him. 39
Pumadi Purbacaraka, Op. Cit, him 12
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